
 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

1. Buku-Buku 

Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis Kepailitan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

2004. 

 

Abdulkadir Muhammad, Hukum Persero Indonesia, (Bandung : Citra Aditya 

Bakti, 2002). 

 

Amir Abadi Jusuf, Tanggung jawab Direksi dan Komisaris Perusahaan Pailit, 

Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya : Prosiding 

Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan 

Wawasan Hukum Bisnis Lainnya. (Jakarta : PPH, 2004). 

 

Bernadette Waluyo, Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang, Mandar Maju, Bandung, 1999. 

 

Bambang Riyanto, Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan, BPFE, Yogyakarta 

1995. 

 

Binoto Nadapdap, Hukum Perseroan Terbatas, Permata Aksara, Jakarta, 2012. 

 

Bagus Irawan, Aspek-Aspek Hukum Kepailitan Perusahaan dan Asuransi, 

Alumni, Bandung, 2007. 

 

Chaidir Ali, Yurisprudensi Hukum Dagang, CV. Armico, Bandung, 1982. 

 

C.S.T. Kansil, Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi), 

PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1996. 

 

Chatamarrasjid Ais, Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-soal Aktual Hukum 

Perusahaan, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2004. 

 

Demi Kailimang, Aspek-Aspek Pidana Dalam Kepailitan, dalam Buku : Ruddhy 

A. Lontoh, Deni Kailimang, Benny Ponto, Penyelesaian Utang-

Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang (Bandung : Alumni, 2001). 

 

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 

Jakarta, 2002. 

 



 

 

E. Suherman, Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara Dan 

Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan (Kumpulan 

Karangan), Alumni, Bandung, 1979. 

 

Elijana S., Pengadilan Niaga, Pelaksanaan dan Dampaknya, Bina Cipta, Jakarta, 

1992. 

 

Fred B.G. Tumbuan, Tujuan dan Wewenang Kurator Mengurus atau 

Membereskan Harta Pailit, Dalam: Emmy Yuhassarie, Revitalisasi 

Tugas Dan Wewenang Kurator/Pengurus, Hakim Pengawas dan 

Hakim Niaga dalam Rangka Kepailitan, (Jakarta : Pusat Pengkajian 

Hukum (PPH), 2004). 

 

Fred BG Tumbuan, Pembagian Kewenangan antara Kurator dan Organ 

Perseroan Terbatas, (Jakarta : lokakarya Terbatas Masalah Kepailitan 

dan Hukum Bisnis lainnya, 2004). 

 

Farida Hasyim, Hukum Dagang, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. 

 

Gunawan Widjaja, Hak Individu dan Kolektif Para Pemegang Saham, (Jakarta : 

Forum Sahabat, 2008). 

 

Gunawan Widjaja & Yeremia Adi Pratama, Risiko Hukumdan Bisnis Perusahaan 

Tanpa CSR, (Jakarta : Forum Sahabat, 2008). 

 

Gunawan Widjaja, Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis : Pemilikan, Pengurusan, 

Perwakilan, dan Pemberian kuasa Dalam Sudut Pandang KUH 

Perdata, (Jakarta : Kencana, 2004). 

 

Gunawan Widjaja, Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan, PT. Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, 2002. 

 

Hamzah Hatrik, Asas Pertanggungjawaban Korporasi, Strict Liability dan 

Vicarious Liability, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996). 

 

Hadi Hasibuan, Hukum Kepailitam : Perinsip, Norma dan Prektik di Peradilan,  

Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2008. 

 

Imran Nating, Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan 

Pemberesan Harta Pailit, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. 

 

Iman Syaputra tunggal dan Amin Wijaya Tunggal, Undang-Undang Perseroan 

Terbatas Indonesia beserta Peraturan Pelaksanaannya, (Jakarta : 

Harvarindo, 2000). 

 



 

 

Jamin Ginting, Hukum Perseroan Terbatas (Undang-Undang No. 40 Tahun 

2007), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007. 

 

Jono, Hukum Kepailitan, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008). 

 

J. Djohansyah, Kreditur Separatis, Preferen dan Penjaminan Utang antar 

Induk dan Anak Perusahaan, PPH, Jakarta, 2004. 

 

Johannes Ibrahim, Hukum Organisasi Perusahaan-Pola Kemitraan dan Badan 

Hukum, PT Refika Aditama, Bandung, 2006. 

 

Jimly Asshidiqie dan Ali Safaat, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat 

Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 

Jakarta, 2006. 

 

Kartono, Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran, Pradnya Paramita, Jakarta, 

1973. 

 

Lili Rasjidi, Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 

1998). 

 

Munir Fuady, Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law (eksistensinya 

dalam Hukum Indonesia), Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002. 

 

M.A. Moegni Djojodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum, cet.2, Pradnya Paramita, 

Jakarta, 1982. 
 

Munir Fuady, Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek, PT. Citra Aditya Bakti, 

Bandung,  2005. 

 

Martiman Prodjohamidjojo, Proses Kepailitan Menurut Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan 

atas Undang-undang Kepailitan, Mandar Maju, Bandung, 1999. 

 

Munir Fuady, Perseroan Terbatas Paradigma Baru, Bandung, PT. Citra Aditya 

Bakti, 2003). 

 

Munir Fuady, Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek, (Bandung : Citra Aditya 

Bakti, 1996. 
 

Munaf H. Regar, Pembahasan Kritis Aspek Manajemen & Akuntansi Undang-

Undang PerseroanTerbatas 1995, (Jakarta : Pustaka Quantum, 2001). 

 

M. Hadi Subhan, Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, 

(Jakarta : Kencana, 2008). 

 



 

 

M. Udin Silalahi, Badan Hukum Organisasi Perusahaan, IBLAM, Jakarta , 2005. 

 

Otje Salman dan Anton F Susanti, Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, Dan 

Membuka Kembali, Rafika Aditama Press, Jakarta, 2004. 

 

Parwoto Wignjosumarto, Hukum Kepailitan Selayang Pandang, Tatanusa, 

Jakarta, 2003.  

 

Parasian Simanungkalit, Rapat Umum Pemegang Saham Kaitannya dengan 

Tanggung Jawab Direksi Pada Perseroan Terbatas, (Jakarta : 

Yayasan Wajar Hidup, 2006). 

 

Rudy Lontoh, Penyelesaian Utang Melalui Pailit Atau Penundaan Pembayaran 

Utang, Alumni, Bandung, 2001. 

 

R. Soekarndono, Hukum Dagamg Indonesia, (Jakarta : Rajawali, 1981). 

 

R. Subekti, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989. 
 

Retnowulan Sutantio, Kapita Selekta Hukum Ekonomi Dan Perbankan, Mandar 

Maju, Bandung, 1996. 

 

Rahmat Bastian, “Studi Analisa Cross Border Bankrupty”, Dalam: Emmy 

Yahuassarie (ed), Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangan, 

Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005. 

 

Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi, Gramedia 

Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006. 

 

Siti Soemarti Hartono, Seri Hukum Dagang Pengantar Hukum Kepailitan Dan 

Penundaan Pembayaran, Fakultas Hukum, UGM, Yogyakarta, 1993. 
 

Saleh Adiwinata, Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae, Bina Cipta, 

Bandung, 1983. 

 

Sentosa Sembiring, Hukum Kepailitan Dan Peraturan Perundang-undangan 

Yang Terkait Dengan Kepailitan, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2006. 

 

Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan : Memahami Faillissement 

Sverordening Junto Undang-Undang No.4 Tahun 1998. ( Jakarta : 

Grafiti, 2002). 

 

Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000). 

 

Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan, Grafiti, Jakarta, 2002. 



 

 

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 

2002. 
 

Sutan Remy Sjahdeny, Hukum Kepailitan, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002. 

 

Syamsudin M. Sinaga, Hukum Kepailitan Indonesia, (Jakarta : Penerbit Tata 

Nusa, 2012). 

 

Zainal Asikin, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran di 

Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 1991. 

 

 

2. Artikel dan Jurnal 

Agus Salim Harahap, 2008, Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan 

Perseroan Terbatas, Lex Jurnalica, Vol. 5 nomor 3, Sekolah Tinggi 

Ilmu Alhikmah, Medan. 

 

Chaidir Ali, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 171/1973/Perdt./PTB. 

Bandung, Yurisprudensi Hukum Dagang, 3 Juli 1973. 

 

Lee A Weng, Tinjauan Pasal demi Pasal (Faillissments-Verordening) S.1905 

No.217 jo S.1906 No.348 Jis Perpu No.1 Tahun 1998 dan Undang-

Undang No. 4 Tahun 1998. 

 

Nindyo Pramono, 2007, Tanggung Jawab Dan Kewajiban Pengurus PT ( Bank 

Menurut UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan 

Terbatas, Buletin Hukum dan Kebanksentralan, Volume 5 nomr 3 

Tahun 2007. 

 

Sutan Remy Sjahdeini, Tanggung Jawab Direksi dan Komisari, Jurnal Hukum 

Bisnis Volume 14, (Jakarta : Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 

2001). 

 

 

3. Peraturan Perundang-Undangan 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 

 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas 

 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan 

Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 
 

 

 

 



 

 

4. Internet 

Iman Mulyana, Good Corporate Governance, http://id.shvoong.com/business-

management/ management/1658624-good-corporate-governance/. 

 

Sugeng Meijanto Poerba, Binatang Poerba, wordpress.com, Jakarta, 2011. 

 

Sonny Pungus, Teori Pertanggungjawaban, dari website http://Sonnytobelo. 

blogspot.com/2010/12/teoripertanggungjawaban.html. 

 

 

 

 
 

http://id.shvoong.com/business-management/%20management/1658624-good-corporate-governance/
http://id.shvoong.com/business-management/%20management/1658624-good-corporate-governance/

